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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 
NOMOR  06  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung 
terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya 

dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan 
datang; 
 

b. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal 
maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi 
alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang 

bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang 

berpenghasilan rendah; 
 

c. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu segera 
dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana 

sewa berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan 
sasaran yang diharapkan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 44); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1247); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 
 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 

14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 
1950 Nomor 59); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3372); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang 

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3576); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2005 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D   
Nomor 5); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D 
Nomor 8); 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2007 Seri D Nomor 11); 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri  D Nomor 7); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
dan 

BUPATI BANTUL 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 
SEDERNAHA SEWA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 

4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah 
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing 
digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan 

menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai 
hunian. 

5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa 
adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan 

berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 
umum. 

6. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang 

milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa 
yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa. 
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7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa 

Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
perangkat daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status 
kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
8. Pengelola adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa. 
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana 

teknis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

mempunyai tugas mengelola Rusunawa. 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
11. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang 
melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola. 

12. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal 

uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian 
Rusunawa untuk jangka waktu tertentu. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 

Pengelolaan Rusunawa berasaskan : 
a. kesejahteraan; 

b. keadilan dan pemerataan; 
c. kenasionalan; 
d. keterjangkauan dan kemudahan; 

e. keefisienan dan kemanfaatan; 
f. kemandirian dan kebersamaan; 
g. kemitraan; 

h. keserasian dan keseimbangan; 
i. keterpaduan; 

j. kesehatan; 
k. kelestarian dan berkelanjutan; 
l. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan 

m. keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 
 

Pasal 3 

 
Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk: 

a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan 
permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan 

budaya; 
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta 

menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan 
kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan 
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan; 
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c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman 

kumuh; 
d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, 

dan produktif; 

e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni 
dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan 

perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR); 

f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah 

susun; 
g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, 

terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang 
terpadu; dan 

h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, 
dan kepemilikan rumah susun. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

 

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi : 
a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang 

dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas 

prasarana, sarana dan utilitas; 
b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, 

penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan 
larangan penghuni; 

c. administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif 

sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan 
strategi pemasaran; 

d. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban 
dan larangan pengelola serta peran Pemerintah Daerah; dan 

e. pengembangan bangunan Rusunawa. 

 
BAB IV 

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA 

Bagian Kesatu 
Lingkup Pemanfaatan Fisik 

 
Pasal 5 

 

(1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan : 
a. pemanfaatan ruang hunian; dan 
b. pemanfaatan ruang bukan hunian. 

 
(2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas 
bangunan prasarana, sarana dan utilitas. 

 

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, 
selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih. 

 
(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, 

kesehatan, peribadatan, dan olahraga. 

 
 
 


